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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 707 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

yang bersumber dari pajak daerah, perlu dilaksanakan
kegiatan intensifikasi pemungutan pajak daerah;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah [stimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3

Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Tim Intensifikasi Pemungutan Péjak Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2021.

Tim Penilaian Individu Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah

sebagai berikut:

a.melakukan pendampingan dalam kegiatan pemasangan alat
perekam transaksi kepada wajib pajak;

b. melakukan pengawasan atas pelaporan pajak daerah;

c. melakukan pengawasan atas pembayaran pajak daerah;

d.memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak;

e. melakukan pendampingan dalam kegiatan penagihan atas
piutang pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
ketiga, Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil
Ketua diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian
sebagai berikut: ‘



KELIMA

KEENAM

a. 4 (empat) orang Pengarah, masing-masing sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima
puluh ribu rupiah).

Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud diktum ketiga dan honorarium sebagaimana
dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2021, serta sesuai peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal ! Deevn fpu— 2021
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LAMPIRAN KEPUTUSANBUPATI SIDOARJO

NOMOR  :188/ 73
: 438.1.1.
TANGGAL . L oml/ 38.1.1.3/2021

2021
SUSUNAN TIM INT
KABUPATENESI\IISIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DOARJO TAHUN ANGGARAN 2021
1. Pengarah I Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II *  Wakil Bupati Sidoarjo. j’
3. Pengarah III Kepala K isi i |
p epolisian Resor Kota Sidoarjo. |
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Ketua : Kfapala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo.
6. Wakil Ketua : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
7. Sekretaris | : Kepala Bidang Pajak Daerah | pada Badan
PelayananPajak Daerah KabupatenSidoarjo.
8. Sekretaris II : Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Sekretaris Il : Kepala Bidang Pajak Daerah III pada Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Anggota . a. Kepala Sub Bidang Pajak Reklame, Penerangan
Jalan, dan Air Tanah pada Badan Pelayanan
Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Sub Bidang Pajak Pengendalian Pajak
Daerah I pada Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan dan Parkir pada Badan Pelayanan

Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

d. Kepala Sub Bidang Data dan Penetapan Pajak |
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaanpada Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

e. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah
Ipada Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

f. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah Il
pada Badan Pelayanan Pajak  Daerah
Kabupaten Sid?arjo;



8. Kepala Sub Bidang Data Bea Perolehan Hak

h.

atas  Tanah dan Bangunan pada Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Sub Bidang Verifikasi Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Kepala Sub Bidang Validasi dan Pelaporan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten

Sidoarjo.




